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sae vk
Neriilasal

Secara nasional program percepatan dan peritas
pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) telah ditetapkan sej:

res _\.\‘_ﬁ

5011 melalui enam koridor utama, termasuk di dalamnya koridor

Sumatera. Hasil akhir dari strategi percepatan pembangunan

ckonomi ini diharapkan akan berdampak besar terhadap
penyelesaian masalah bangsa dalam bidang ekonomi.
Percepatan dan pembangunan ekonomi Indonesia dilekulcas

melalui delapan program utama, salah satu di antaranya ads _.mw

pengembangan kawasan strategis. Khusus di koridor Sumatera,

pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Selat Sunda
merupakan salah satu kegiatan ekonomi utama. KSN Selat Sunda
ATy A7
an dan

mempunyai peran yang sangat penting dalam percepatan <
perluasan pembangunan ekonomi. Hal ini tidak bisa dipungkiri
mengingat banyaknya kegiatan ekonomi di kawasan strategis ini
mulai dari penghubung kegiatan ekonomi Sumatera dan Jawa
sampai menjadi payung dari sentra- -sentra kegiatan ekonomi. KSN
Selat Sunda menjadi gerbang yang menghubungkan distribusi
karet, sawit, batu bara, dan besi baja dari wilayah hinterland
menuju sentra-sentra produksi di Pulau Jawa. Dalam jangka

v
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Ragaan 1. Doktrin Hukum dan Pembangunan
Ragaan 2. Kegiatan Ekonomi Utama Dalam MP3EI

1
o

Ragaan 3. Distribusi 22 kegiatan ekonomi utama dalam
setiap koridor ekonomi

Ragaan 4. Kawasan Selat Sunda

Ragaan 5. Cakupan Wilayah KSN Selat Sunda

Ragaan 6. Konsep Pengembangan KSN Selat Sunda

Ra .n 7. Hubungan Pengaturan Antara Sistem Perencanaan
Pembangunan, Penataan Ruang dan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Dalam Kaitannya Dengan
Pengelolaan KSN Selat Sunda
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kepentingan politik, |

gkungan, dan pertahanap

I yang meliputi kawasan darat,

di dalam Provinsi Lampung,

awasan lain yang ditetapkan
pengembangan

pgnya diprioritaskar
; penting seca

pertahanan dan
g. dan/atau

tetapkan sebagai wari

gubernur atau gubernur
bupati/wali kota dengan
gubernur, _U:E:_f.m:
secara tertulis serta

Naskah Akademik

Naskah hasil penelitian atau v«%
lainnya terhadap suatu i

dipertanggungjawabkan secaral

masalah tersebut dalam suatu Ranci .
R EZ:T.H: Peraturan Daerah i

eraturan Daerah ﬁp?ﬁﬂnmnﬂ._g t
sermasalahan dan kebutuhan hukum m

omi Daerah
wewenang, dan kewajiban daerah otonom
dan mengurus sendiri urusan pem

kepentingan masyarakat setempat sesual ¢

perundang-undangan

»rintah Daerah

rnur, Bupati, atau Walikota, dan Qni

CLIIL

unsur ?.Enr:m.m.:p ﬁnﬁngﬁgi

Pemerintahan Daerah

Penyclenggaraan urusan pemerintahan *

dan DPRD menurut asas
dengan prinsip otonomi
prinsip Negara Kesatuan |
dimaksud dalam UUD I
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terdiri dari rencana Umum

ruang. Rencana umum

i dari Rencana Tata x:p:m
5«:25.._ Tata Ruang W ilayah
gana Tata Ruang Wilavah

persediaan dan

pKasa agar per
lan serasi bagi seb

kemiskinan dan percepatan pe
hanya menjadi isu yang meng
slobal namun juga n.-niu& isu yang
Secara nasional program per ;
ingunan ekonomi Indonesia aﬁwg
_ ¢jak 2011 melalui enam koridor utama .
nnya koridor Sumatera. Pembangunan ekonomi m
- utama merupakan strategi guna _ﬁmumd—.unmm
pembangunan ekonomi secara nasional. Hasil ¢
str | percepatan pembangunan ekonomi ini d
be.  npak besar terh | penyelesaian masalah
bidung ekonomi.
Percepatan dan pembangunan ekonomi I
melalui delapan program utama yang s
adalah pengembangan kawasan .
Kawasan Strategis Nasional (KSN)
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T

e,

engingat ba
dari peng
ai menjadi payung

at Sunda menjadi mn&ﬁn

t, sawit, batu bara, dan bes;

ju sentra-sentra produksi g
ang, pembangunan ekonomj g;
apu meningkatan kesejahteragy

.&: kegiatan ekonomi mempunygj
_ Hancurnya ekonomi terpimpin
ﬂl« sejak krisis Asia me njadi trigger
_ﬁmﬁ. yang sangat dipengaruhi oleh
Amartya Sen' dalam karyanya yang
bahwa pembangunan sektor
gnwr bagi pembangunan ekonomi
dan pembangunan institusi hukum
atan ekonomi.
patan dan pengembangan ekonomi
(SN Selat Sunda, produk hukum yang
idi KSN Selat Sunda menjadi kuncl
mbangunan ekonomi. Persoalannyd
Mhasional maupun daerah terdapat
mendukung pengelolaan KSN
kekosongan tersebut antafé
fa Ruang (RTR) dan Rencafi®
sedangkan pada tingkat daerah
B Strategis Provinsi serta belum
la Rencana Hvr:._gsm_._:wu
a Pembangunan ?:www
{Tata Ruang Wilayah (RTS8

147 4

Press, 2001, him-

bersifat elitis dan f
produk hukum daerah i
skala regional maupun lokal ?

MP3El dilaksanakan melalui strategi yang
(tiga) elemen utama, yaitu: (1) mengembangk:

wilayah di 6 Koridor Ekonomi Indonesia, yaitu K

Sumatera, Koridor Ekonomi Jawa, Koridor Ekol
Koridor Ekonomi Sulawesi,
Koridor Ekonomi Bali-Nusa
Tenggara, dan Koridor Ekonomi
Papua—Kepulauan Maluku; (2)
memperkuat konektivitas nasional
g terintregasi secara lokal dan
terhubung secara global (locally
integrated, globally connected);
dan (3) memperkuat kemampuan
sumber daya manusia (SDM) dan
iptek nasional untuk mendukung

pengembangan program utama di setiap _S..Eﬂ.

Ketiga elemen strategi utama itu dalam

Ekonomi Sumatera secara terintegrasi terli
program utama pengembangan rwg

‘Muhammad Akib dkk, identifikasi dan Evaluasi P
Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan St

Penelitian MP3EI (Tehun 1), Lembaga Penelitian
2012, him. 1-2.

'Kementerian Koordinator
Perluasan Pembangunan Ekonomi
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- tenat untuk melakukan k.

untuk memberikan __sns._rl

a penguatan legislasi di tingkat

Jolaan KSN Selat Sunda. ?..:m:g
aelolaan KSN Selat Sunda diharapkan
: gm»_»a pengelolaan KSN Sela

Selat Sunda sebagai kawasan
pKan &hsmwn Peratur Pemerintah
tentang Rencana Tata ng Wilsl

sweebut membutuhkan langkah-la
mengelola pengem!
asi, sistematis, tera:
ksud sesuai dengan |
den No. 32 tahun 201 | t¢
§ Pembangunan Ekono Indonesia
yatakan bahwa salah satu MP3El
penyusunan kebijakan pet epatan

ekonomi Indonesia pada ::mr:

ta terkait.

MP3EI melalui berbagal bentuk
mbutuhkan produk hukum daerah.
P3EI yang meliputi 22 jenis, tidak

kewilayahan dan kewenanganh
l!&a. harus m_?_.:_.svu:wrnu
njadi penonton ﬁa_nﬁgnﬁ

 dacrah harus berdaya upsf?

mbah program. C_..ﬂ:.w it

Selat Sunda. E.II

dalam bentuk pengaturan

guna menghindari konflik pe
pembagian kewenangan ini dihg
keberlanjutan dari ﬂ%
dengan semakin pendeknya -.fl-d.\
akuntabilitas dalam pengelolaanya. Tanpa

intardaerah, maka dapat berpotensi
nflik antarwilayah ketika kualitas p

KSN Selat un:,r_ tersebut sangat &vni
-rada di wilayah kabupaten/kota daerah otor
{a pada bagian yang berbatasan.
12 akhirnya, penguatan legislasi daerah a

ispek utama dalam pengelolaan —g S
utu: Pertama, keterpaduan yang bersifat

is wilayah dalam konteks pengelolaan K
1ea tercipta konsistensi pengelolaan pem
vilayah. Kedua, Kerjasama E:.E.ig d

“5SN Selat Sunda sehingga tercipta sinergi peml
wusus dengan memperhatikan inisiatif, vi
okal, sckaligus reduksi potensi konflik lintas v
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" 'KONTEKS MP3EI DAN
PENGELOILAAN KSN SELAT
SUNDA

A. HukuM SeBAGAI LANDASAN KEBIJAKAN
PeRCEPATAN EKONOMI

ercepatan dan perluasan kegiatan perekonomian dalam
kerangka MP3EI khususnya di Koridor Sumatera
terwuiud dalam bentuk KSN Selat Sunda sebagai bagian
| perluasan dan percepatan ekonomi
nasional sebagai bagian dari program utama pengembangan

an KSN Selat Sunda, selain dapat

kawasan strategis. Pembangun
menumbuhkan perekonomian di KSN Selat Sunda itu sendiri,

juga diharapkan dapat memberikan trickle down effect terhadap
wilayah di sekitarnya schingga dalam jangka panjang dapat
meningkatkan perekonomian Indonesia secara kescluruhng.
Pembangunan sebagal proses mewu]udkan :
h satunya melalui percepatan pere
nnsatentdenganhum

dari kegiatan ekonomi utama
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. Secara holistik &5

ana hasil penelitiay
Thomas Carotherss dan

anyak peranan-peranan posjtif
, yaitu:

baru yang melancarkan dap

diperdapat oleh kerja dan usaha;
hnnnrwna_um:mszm:

p perubahan-perubahan;

k perombakan-perombakan

intah.
dalam semua tahap pembangunan
f, implementasi legislatif, pengambilan

utif dan administrasi, penyusunan

hubungan antara hukum dan
&nﬁu.mrm: dari aspek hukum, ekonomi
¢ mengemukakan doktrin hukum
sebagai berikut:

e of Law Abroad: In Search Of knowledge:
..wunm him, 3.

ule Of Law And Economic quma_nan:o

sa, Bandung , 1980. him. 136.
Law and Economic Development

an dengan percepgpy,

Ragaan 1. Doktrin Hukum dan Pembangunan

Ragaan di atas menunjukkan bahwa %
dan pembangunan merupakan pertemuan tiga i
ckonomi, hukum, serta karakter dan bentuk instifusi=
ckonomi mempengaruhi praktek-praktek dan kel
para institusi pembuat kebijakan, tetapi kebijakan dan p
tersebut juga diadopsi menjadi bagian dari teori nwDE
ada wilayah overlap antara praktek institusi pembuat k
dan teori ekonomi. Melalui pemahaman doktrin %
embangunan tersebut, idealnya hukum dapat menjadi in
vang memberikan aras idea pembangunan dan mogmﬂm
instrumen untuk membangun strukiur yang mapan.

Dalam kerangka hukum dan pembangunan, produk b
berupa peraturan perundang-undangan Bnnﬁvwrﬁ.
satu input dalam penyusunan perencanaan dan p
pembangunan. Di sisi lain rencana pembangunan
proses politik yang out putnya adalah produk hukum yz
landasan operasional dalam penyelenggaraan p
Selain itu, dokumen rencana pembangunan yang
akan menjadi landasan untuk menetapkan keb
dalam bentuk produk hukum sebagai le
implementasi rencana pembangunan.

P
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mbangunan b
tis. Secara no
i bunyi pemb
psi yang ada benar. hak (entitlement) bagi setiap
itusi yai b Hubungan antara hukum de
st yaitu Undang. b bersifatays disiCS
a Tahun 1945 (UUD pembangunan atnya Art

interaksi dialektis perencanaan P
produk hukum sebagai intrumen
tujuan pembangunan. Implementasi re
membutuhkan regulasi sebagai inst
n bagi semua warga. Dimensi yuridis. Terwujudnya tujuan pe
mgenai bagaimana cara = kerangka regulasi yang meliputi antara lain |
inan itu 2 (perjanjian lisan), beschikkingen (i
eh hanya semata mengejar 1 regelingen (peraturan-peraturan).®”
palaman menunjukkan = Benturan antara nilai-nilai kem
friadinya kesenjangan (in ﬁm pembangunan tidak boleh terjadi,
Bk akan olch X hukum maupun pembangunan secara Pe
'y e 3 vang dilakukan dalam suatu sistem politik
,angunan ekonomi yang melandasi prodes peiSgSR
rkan asas keadilan yang e

nan harus diletakkan dalam *
jjuan utama pembangunan
sia, pembangunan ckonomi ]

-

: perubahan. Di sini terlihat
keterbatasan masyaraset pengaturan-pengaturan (|
nan,yangdikarenakaf. melalui suatu sistem
ng berkaitan dan saling
unan ekonomi ;
Juas untuk menjam!
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tentang Pemerint;
asdan bertanggung ja
ak: otonomi daerah
but telah menyadarb..i

‘ b .
S pernban mendatang. Untuk itu

uan pemerintah pusat. Hal | (feasibility study) sebelum suatu inw
an pentingnya menesahdﬂ 2 Studi kelayakan merupakan |
selama ini belum tergali. ,.f mengambil suatu keputusan, -

P dari suatu gagasan/ proyek/
maka parlu kiranya '.3
kuat agar kesinambungan = gagasan/ proyek yang akan
il& terpengaruh dengam (benefit), baik dalam arti fimamcial
Dang ponda.s: m " :
| dalam melaksamh. benefit udak selalu
dm‘h yang ada ¢ benefit, hal ini ter
kan secara opt
n daerah

-
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) ukmk ini secara Iy
~ pendukung  keputusa

dan lain scbagainya pady

h perbandingan total biayg

tahun tinjauan, yang dilakukan
tersebut ke tahun dasar dengan
wEN bunga (discount rate) yang ~

BCR ini berupa indikator tanpa
atau signifikansi manfaat

vestas yang direncanakan
] gsional dari indikator BCR ini

manfaat)

biaya)

ndalam skema pengembangaf e
»maka investasi terscbut secaf 8

anakan. _
cost and benefit andr=
ur yang diperg
1ju tujuannya.
sebuah proywk
kemudiﬂ

untuk rekomendasi
membandingkan dan m
menghitung total biaya dalam
dalam bentuk uang.
Analisis biaya manfaat
merekomendasikan tindakan K
untuk mengevaluasi kinerja kebijak:
lama digunakan dalam berbagai jenis
vang berbeda-beda. Ketika dipakai unt
i1 scktor publik, analisis biaya manfaat
khusus sebagai berikut: 8
I. Analisis biaya manfaat beruuhl
dan manfaat untuk masy
dihasilkan dari program pﬂbﬁk.
tidak terlihat yang tidak m
manfaatnya dalam bentuk
Analisis biaya manfaat
rasionalitas ekonomi,
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_ .&.mc:mrm: untuk mengykyy

aat.

a manfaat adalah:
caur dengan nilai uang, mm_izmmm
untuk mengurangi biaya dari

memungkinkan analis melihat
atau program tertentu, dan
terhadap pendapatan masyarakat

manfaat memungkinkan  analis
secara luas dalam lapangan yang

biaya manfaat adalah

eksklusif pada efisiensi ekonomi

1tidak dapat diterapkan

‘untuk mengukur daya tanggaP
nya variasi pendapatan antdf

tersedia, analis harus anaw%"_..‘

yang subyektif sifatnya

Produk hukum ¢
tugas, wewenang, k
peraturan perundang-undar
hukum daerah dapat dib
bersifat pengaturan dan bersifat
bersifat pengaturan meliputi: a. Pe
peraturan kepala daerah; dan c. pera
Produk hukum daerah bersifat peneta
kepala daerah; dan b. Fﬂ%g
Hukum Daerah yang bersifat pengat
Program Legislasi Daerah am._.o_om.mnw
perencanaan pembangunan hukum
tertuang dalam Prolegda bertujuan
hukum daerah dilakukan secara tet
terpadu.

Menurut Perrmendagri Nomor
ketentuan pelaksanaan UU No. 12 ta
dinyatakan bahwa perencanaan

Prolegda yang dilaksanakan oleh

Prolegda di Lingkungan D
Pembentukan g
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p permasalahan &5
solusi naskah akademik
1 (scarcity) sumber daya

remukakan oleh Erman
ekonomi diasumsikan
harus berusaha untuk
capai dengan melakukan
erbatasan sumber. Oleh
ya menjadi sarana untuk

o berkaitan dengan masalah

tuk memecahkan masalah yang

n manfaat serta legalitas;
n dan advokasi;

oleh sebuah solusi

..__.anﬂ:nm:m_
batb orientasi padapros®® =
Nnvnqumm»_._ Naskah

ﬁam memapa’

._u:uﬁm mmwﬂa N

Percepatan dan perluasan pembas
menetapkan sejumlah program utama
utama yang menjadi fokus pengembangan st
Prioritas ini merupakan hasil dari i
dibangun bersama-sama dengan seluruh p
di dalam serial diskusi dan dialog yang
partisipatif. Berdasarkan kesepakatan fter
pengembangan MP3EI ini diletakkan pada 8 p
pertanian, pertambangan, energi, industri,
dan telematika, serta pengembangan kawasan st
program utama tersebut terdiri dari 22 kegiatan e

sebagaimana dapat dilihat dalam ragaan 2 di bawah ini.

Ragaan 2. Kegiatan Elkononsi Chlbt

Inisiatif Stratagik,
Fast-Track Project
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Sumber: Ditjen Dikti®

MP3El berisikan arahan
ayang sudah lebih spesifik,
tur dan rekomendasi
n perundang-undangan
emberlakuan peraturan”
mendorong percepatah
EI menjadi bagia"

aan Pembanguna?

untuk menggant!

(UU No. G _H.wrﬁu

Menengah Nasional, namun

dan komplementer yang p _

percepatan dan vnn_cmm»u pem

dirumuskan dengan memperhatikan Rer

Rumah Kaca (RAN-GRK) karena merupakan |
yang berkenaan dengan perubahan iklim global”

F. MP3EI pan PenceLotaan KSN

Salah satu kegiatan ekonomi utama di koridor

sumatera adalah KSN Selat Sunda. Selat Sunda meruj
vang menghubungkan pulau Jawa dan Sumatera diIndo
menghubungkan Laut Jawa dengan Samudera Hindia.
tersempit, lebar selat Sunda hanya sekitar 30 km. Beber
kecil terletak di selat ini, diantaranya pulau vulkanilk
Selat Sunda adalah salah satu dari dua lintasan ¢
mengalir dari Laut China Selatan menuju Samudera
Sunda merupakan jalur lintas kapal asing dalam wi
Indonesia, yang dikenal dengan nama Alur |
Indonesia (ALKI). Berdasarkan UNCLOS
Convention on The Law of The Sea) 1982 yang te
melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985
menetapkan tiga jalur lintas kapal asing

Indonesia. ALKI terdiri atas ALKI I §

re

2iKementerian Koordinator Bidang P

2pjsamping Selat Sul
utama ﬁ_.ﬁ 3._3-___.
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Laut China Selatan,
ombok menuju Laut Sy,

di bagian selatan 72,25

i ALKI IIT A (sekitar Perairgy ,
ﬂ:vgumv ALKIII B, ALKI Iy

(sebelah timur Timar Leste), dan Al
(sekitar perairan Aru).*
: yang terletak di Selat Sunga
an yang paling strategis dan secarn
pelayaran yang menjadi perhatian
@, Jepang, dan China. Selat Sunda
Eurasian Maritime World.* Hal
tingnya Selat Sunda bagi pelayaran
$ipll maupun militer, karena apa pun yang
paknya akan mendunia. Di sisi lain,
sangat penting bagi perekonomian
gkan dua pulau terbesar dan terpadat
dan Pulau Sumatra, dengan jumiah
!— mencapai sekitar 80% penduduk
uksi dan perekonomian yang ada di
Sumatra memberikan kontribusi sekitar
: han ekonomi di kedua pulav

ral EEMHE
2008

Security. Structul
Security in Southeost
Tokyo 11-13 Decembé”

Kepulauan Indonesi®

+1 1

Jalur Selat Sunda
transportasi penghubung utam
on roll-off (roro), yang melayari N
meningkatnya perekonomian kedua
frekuensi pelayaran kapal feri antara S
frekuensi kapal feri roro antarpulau yang n
dapat berdampak negatif pada keselamatan,
keleluasaan kapal internasional yang melintasi
itu menunjukkan adanya benturan antara kepentinga
dan internasional terhadap penggunaan ALKI | = i
Wilayah Selat Sunda dapat dilihat pada ragaan 4 gg

Ragaan 4. Kawasan Selat Sunda

* Ibid, him 7.
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it barang dap __ sa

nal. Berdasarkan Peratyrgy

dan Infrastruktur Selat Sunda,
sebagai salah satu kawaga

Mﬂ: bangunannya mendapatkan

e

| Mﬂg.&gmaﬂazw masuk ke dalam

1g dan Banten memiliki delineasi/ batasan

 daerah di kedua provinsi tersebut

o .ﬁiﬁmﬂﬁﬂ:@ mencakup 6 kabupaten dan

 kecamatan, sedangkan wilayah KSN

_, ! 3 wilayah kabupaten dan 2 kota

an. Cakupan wilayah KSN Selat Sunda
_ da tabel 1.

i

0

an Wilayah KSN Selat Sunda

Cakupan Wilayah Zn...,..-u.“.ﬂ._m..s

maﬂﬂﬂh Sugih, Bekri, Bumi Ratu Nuban, Trimurjo, Punggur,
A ? Gajah, Seputih Raman, Terbanggi Besa Agung,
- | Way Pengubuan, Seputih Mataram, Seputih Banyak, Way

Seputih, Rumbia, Putra Rumbia.
Sl
Jletro Kibang, Batang Hari, Sekampung Marga Tiga,
| Sekamp, :m__o—-w..__._n.imi: Karya, Pasir Saktl, Labuhan

5 Gunung Pelindung, Melinting, Mataram Bar.

' Sribawono, Way Jepara, Braja Selebah, Labuhan Ratu
dana, Bumi Agung, Batang Hari Nuban, Pekalongan
3 20, Way Bungur, Marga Sekampung, Raman Utara.

atl Agung, Tanjung Bintang, Tanjung Sari, Katibung
. Way Sulan, Sidomulyo, Candipuro, Wa¥

Rajabasa, Palas,
eni,

i

Sragi, Pen engahan.

AT

i

..”” Indonesia Nom
truktur Selat Sunda.

nor 86 Tahun 2011 tentang

il
“n

ln, Punduh Pidada, Kedondong, Way LM
g.— Katon, Tegineneng.

or 86 Tahun

Bandar Lampung
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Metro
= Provinsi Banten

Pandeglang

Lebak Warunggunung, Cibadak, Rangkas
Cinangka, Padarincang, Pabuaran,

| Serang Tanjung Teja, Cikeusal,
Kibin, Kragilan, Waringin
Bojonegara, Puloampel, 1atwat
Carenang, Binuang, Tirtayasa, Tanara.

| Ciwandan, Citangkil, Pulomerak, Purw

_ Cilegon Cilegon, Jombang, Cibeber. ‘

| Curug, Walantaka, Cipocokjaya, Serang. Tz

| Serang [ w‘.ny

L

Sumber: Paparan Perubaban Penggunaan Tanab (Sebagai Kayian .m.mg. .ap
i
o

Rencana Pembangunan Jembatan Selat Sunda.®

s

Cakupan wilayah KSN Selat Sunda yang telah
atas merupakan fokus yang akan diakselerasi per
melalui kebijakan-kebijakan pemerintah dan pems
sccara sinergis dan berkesinambungan. 1 -
peinerintah pusat dan daerah dalam per i
K& Selat Sunda tersebut merupakan uns y....
meiiontukan terwujudnya KSN Selat Sunda y

1
3

b

ekonomi. R
“DRM Universitas Indonesia, “Dampak Pe
Infrastruktur Bagi Perkem in Ekonc

mc:nm,_..onunﬁn:%..w:
2012, L

'
Fiy
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ia
1S

mnmm.n mﬂﬂ&m. &—Tm—.mﬁg
elat Sunda dapat lebih mygy),

: KSN Selat Sunda didasarkap
mi tertentu. Secara garis besar,
but terdapat di Provinsi Lampung
n wilayah pengembangan KSN Selat
inda di Provinsi Lampung ditetapkan
Industri dan Pariwisata sedangkan di
n sebagai cluster Industri dan Pariwisata.
dilakukan berdasarkan potensi ekonomi
ah tersebut. Perbedaan clustering yang

an karena wilayah Lampung dinilai
lahan yang cukup luas untuk potensi pertanian
in yang dekat dengan ibukota negara dinilai akan
pkan aspek industri dan pariwisatanya

s
A,

-

e tanian. Clustering potensi ekonomi di
disajikan pada Tabel 2 berikut.

Potensi Ekonomi di KSN Selat Sunda.
|\|II|\|||||||IJ
Kawasan Ekonomi Potensial (KEP

Kawasan produksi pertanian dan
perkebunan, wisata alam, dan industri
pengolahan hasil pertanian.

- | Kawasan industri, pergudangan. E‘_munwnnu
= g: dan sentra produksi pertania”
serta terminal Terpadu.

_ﬁncma.

pertanian, agropolitan,
pengolahan hasil pertanian:

.... In pusat pemasaran dan
bagi wilayah sekitarny-

Provinsi Banten:

Pandeglang

Lebak

Serang

Cilegon

Serang

Lerminal peti «

Sunmber: Paparan Pembangunan Kawase
Infrastruktur

sebelumnya, terdapat arah pengembangan KSN Selat Sunda.
daerah Lampung, yang merupakan cluster pertanian, industri ¢
pariwisata akan dikembangkan 3 lingkup kegiatan dida
yaitu:
1. Perdagangan, pergudangan & pelabuhan internasional serta
pendidikan tinggi. ,
2. Pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata alam.
Pelabuhan terminal multimoda industri dan perd:
pertanian, perkebunan dan wisata bahari.

o]

Di daerah Banten, konsep pengembangan KSN Se
akan dikembangkan 3 lingkup kegiatan pula dic
1. Industri pergudangan dan pelabuhan.

2. Industri pergudangan, pelabuhan dan

3. Pengembangan wisata terpadu bahari
serta wisata budaya.

2Hermanto Dardak, Loc. Cit.
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pelabuhan internasional serta
pendidikan tinggt

an, perkebunan, industrt dan

tsata alam.

e e TR -

P : ek T Pelabuhan rterminal multimoda

Y 5 — - indusit dan perdagangan, pertanian,
: . f perkebunan dan wisata bahari

,
% _
3

-
!

N o

C LA INDUSTRE
AN PAFPATSITA

2128

KSN SeLat SunDA
D1 WiavaH LAMPUNG

KSN Selat Sunda. Wilayah KSN
an cluster pertanian, industri
adi 3 lingkup karakteristik

h dan arah pengembangah

el an potensi tersebut
utmcnmu sejalan denga?
_ tersebut sehinggd

S
Q
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LAl SUNDIA

A. PencATURAN DALAM PRODUK
Hukum NASIONAL

~ 1. Propuk HUKUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

3
b

Inventarisasi terhadap ketentuan hukum
positif yang mengatur pola perencanaan
pembangunan nasional dapat didiskripsikan

sebagai berikut:

? ‘Undang-Undang  No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
~ Perencanaan Nasional
Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang
i;__Pguncanaan Nasional, dijelaskan, bahwa Sistem
\canaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata

Scanned by TapScanner



al terdiri atas perencanaan

{B oleh Kementerian/
n oleh Pemerintah Daerah

Pembangunan  Nasional
pembangunan;

sinkronisasi, dan sinergi
antarwaktu, antarfungsi

.. Pusat dan Daerah;
y dan konsistensi antara perencanaan,

dan pengawasan;
lﬂ-._&s dan

jgunaan sumber daya secard
rvn.rnr:::ru:
t-nya Perencanaan Pembangunan

Bka menengah; dan

[I-a RPJP Nasional
perencanaif
—uﬂﬁln‘

.i dan a_..il.w

Indonesia Tahun 1945, ‘
dan seluruh tumpah darah Inde
umum, annnqmogf )
ketertiban dunia yang berdasarkam
abadi, dan keadilan sosial. Hal ini .
rumusan visi, misi dan arah i
Nasional adalah dokumen perencanaan

periode 20 (dua puluh) tahun i
sampai dengan tahun 2025.

RPIP Nasional digunakan sebagal
penyusunan RPJM Nasional yang memuat Vist,
Presiden. Selain itu, RPJP Nasional juga i
penyusunan RPJP Daerah yang memuat vish,
Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

¢. Peraturan Presiden No. 5 Tashun 2010
Nasional .

RPIM Nasional merupakan vot
program Presiden yang i
Nasional, yang memuat strategi p
umum, program Ke ,
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baga dan _::-m
dan lintas kewilayahan,

wﬁm mencakup gambaran
masuk arah kebijakan fisky]
erangka regulasi dan kerangka

asional berfungsi sebagai:

embaga dalam menyusun

erintah daerah dalam mencapai
muat dalam RPJM Nasional;

K Hukum PERENCANAAN
TATA RuANG (SPASIAL)

1 positif di tingkat nasional
dapat didiskripsikan

qumnmpE»u Ee.u.g
Undang-Undang No. 26 °

wadah yang meliputi _.EBw Ev .
ermasuk ruang di dalam bumi sel
tempat manusia dan makhluk lain hidu
memelihara kelangsungan hidupnya.

Penataan ruang diklasifikasikan b
fungsi utama kawasan, wilayah administratif, ki
dan nilai strategis kawasan. Penyelenggaraan pena
wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, da
ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara ber
komplementer.

Penegasan sifat komplementer antara RTRWN, K
RTRWK dimaksudkan agar ketiga produk rencana tersebul
saling melengkapi, sehingga apabila "disatukan” akan mex
rencana tata ruang yang serasi dan selaras antar tingkatan v
administrasi. Untuk itu hal yang harus diperhatikan :
substansi yang telah diatur dalam rencana tata ruang W
administrasi yang lebih tinggi tidak diatur berbeda dalam r
tata ruang wilayah administrasi di bawahnya. Dengan ki
substansi yang telah diatur dalam RTRWN harus d
RTRWP. Sementara substansi yang telah diatur d
dan RTRWP harus diacu dalam RTRWK.
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b. Peraturan Pemerintah No. 26 .Hnrﬂu ;
Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRW:
Untuk mewujudkan keter
mn_ao_. &5 antar i—»ﬁ? dif

pusat daerah m&g .




|/ Kota,
an  dan strategi
berwawasan nusantary
ra Kesatuan Republik
doman untuk penyusunan
ang nasional, pemanfaatan
fan ruang di wilayah nasional,
eterkaitan, dan keseimbangan
nsi, serta keserasian antarsektor,

g untuk investasi, penataan ruang
a penataan ruang wilayah provinsi

n untuk:
angunan jangka panjang nasional;
pembangunan jangka menengah

pengendalian pemanfaatan ruang

keterkaitan, dan keseimbangan
all provinsi, serta keserasian

Taang untuk investasi;
strategis nasional; dan
 Provinsi dan kabupaten/kota.

E.% Pulau Sumatera

a rinci yang disusun
al dari RTRWN.
sebagai perangkat
dan sinkronisasi

ik
2,

mewujudkan:

{8

Rencana Tata
pedoman untuk:

penyusunan rencana pemba
perwujudan keterpaduan, k
perkembangan antarwilayah provir
serta keserasian antarsektor di Pulau |
pemanfaatan ruang dan pengendalian g
di Pulau Sumatera;
penentuan lokasi dan fungsi ruang untuk i
Sumatera; dan
penataan ruang wilayah provinsi dan
Pulau Sumatera.
Adapun tujuan penataan ruang Pulau mnﬁuﬁaugr

pusat pengembangan eckonomi perkebunan, peri :
serta pertambangan yang berkelanjutan;
swasembada pangan dan lumbung pangan nasional;
kemandirian energi dan lumbung energi nasional
ketenagalistrikan;

pusat industri yang berdaya saing;
pusat pariwisata berdaya saing internasional
ekowisata, bahari, cagar budaya dan ilmu p
serta penyelenggaraan pertemuan, vaaE
konferensi, dan pameran (Meeting, Incentive,
and Exhibition/MICE);
kelestarian kawasan berfungsi lindung b
tetap paling sedikit 40% (empat puluh
Pulau Sumatera sesuai %g
kelestarian kawasan yang E
hutan tropis basah;
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api, nnwg,a
di Selat Sunda,
En:mrﬁvgmwmu Pulau

Kawasan mﬂdnmz

ensi  ekonomi,
dan kawasan Perbatagay
dan pintu gerbang Negarg
a India, Negara Thailang,
apura, dan Negara Vietnap
narmonisan aspek  kedaulatan,
negara, kesejahteraan masyarakat,
hidup. mengacu pada Rencana Tata Ruang ¥
program pengembangan KSN Selat Tata Ruang Kawasan.
ntuan hukum positif yang mengatur ‘
diskripsi sebagai berikut: b) Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011 tent
Dipahami jika pembangunan nasional b
mata agregasi atau gabungan atas pemb; ]
atau bahkan gabungan pembangunan antar
Pembangunan nasional adalah hasil sinergi b
keterkaitan (linkages), baik keterkaitan spasial (
atau regional linkages), Keterkaitan sektoral (sec
B iteeroo : dan keterkaitan institusional (institutional link
_ pkan  sebagai dilakukan melalui sinergi yang lebih baik lagi
1 Peraturan Pemerintah No. 26 Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan
Atas dasar itu, maka disusun
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indone
3 Percepatan dan Perluasan Pembanguna
gis dan Infrastruktur Selat (MP3EI) merupakan sebuah roc
n, pelaksanaan konstruksh upaya untuk B&mﬁ&ﬁ»ﬁnﬂm.
an Kawasan Strategis aktivitas perekonomian s
Strategis Selat Sunda ckonomiuntukmenin

terletak di dalam yang sifatnya melen;
__ 8 Rencana Pembang
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ﬁamoﬁ Fmonaar
02 mﬂﬁﬂ_dr negara _unmE.
a besar pada tahun 205

M SEKTORAL TERKA[T

meliputi 8 program utama yaity
g industri, kelautan, pariwisata,
_gmnu kawasan strategis.

g merupakan kegiatan utama MP3E]
ketentuan hukum positif yang

perkebunan, industri dan pariwisata,
ini disajikan deskripsi hukum positif
N yang mengaturnya. Deskripsi masing-
t diuraikan berikut ini.

‘Bidang Pertanian/Perkebunan
1Tahun 2009 Tentang Perlindungan
Berkelanjutan.

tan dengan pengelolaan
pir).

X,

KSN Selat Sunda disajikan pada tabel (terlampir).

¢. Ketentuan Hukum Positif Bidang Pariwisata

&

b2

KSN Selat Sunda disajikan pada

G:mwnmlC:gZQ. 1
Mineral dan Batubara.
Undang-Undang No. 17 Tahun
Peraturan Pemerintah No. 61
Kepelabuhan.

Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun
Perkapalan.

Peraturan Daerah No.l tahun 2010 tentang &
Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Lampung &
sampai dengan tahun 2029.
Deskripsi materi muatan yang berkaitan dengan pe!

< }..m~

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009

Kepariwisataan.
Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang B

Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2012 tentang
Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata.
Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2012 tentang Ren
Tata Ruang Pulau Sumatera.
Instruksi Presiden No. 16 Tahun 2005 tentang &
Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata.
Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 6
tentang Kepariwisataan.
Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2010 ten
Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi .
sampai dengan tahun 2029. L
Deskripsi materi muatan yang b
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AT

Sunda yang merupakan Kegiatay
dapat dilepaskan dengan sistem
| aspek administratif-wilayah
an. Dalam Undang-Undang No. 32
o tentang kawasan khusus yang
n KSN Selat Sunda.
s dalam Undang-Undang No. 32
www& 9 ayat (1) sampai ayat (6). Pasal
bahwa untuk menyelengarakan fungsi
bersifat khusus bagi kepentingan
‘menetapkan kawasan khusus dalam.
paten/kota. Ketentuan ini mengatur
san khusus merupakan domain
ukar kewenangan pemerintah daerah.
JndangNo.32 tahun 2004 mewajibkan
untuk Perdagangan bebas dan/atal
gan Undang-Undang. Sementard
netapan kawasan khusus untuk
u pelabuhan bebas ditetapkan
Ketentuan tersebut memetaka®
1g-undangan yang harus dibentuk
Sus. Menurut ketentuan ﬁam_u_:”

khusus Pemerintah mer

o gw untuk Emaﬁnnro#ar

kan integrasi perekonomigy,

Sementara itu, Pasal 9 ayat (5) m
daerah untuk pembentukan kaw:
Ketentuan ini menguatkan bahwa pe;
merupakan domain pemerintah daerah na
mengikutsertakan daerah dalam proses pe
Pengaturan kawasan khusus kemudian secar
di dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2
Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus. Peraturan
No. 43 Tahun 2010 merupakan peraturan pelaksanaan da
9 ayat (6) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang mene
bahwa tata cara penetapan kawasan khusus ditetapkan le
dengan Peraturan Pemerintah. Kawasan khusus berdas
Peraturan Pemerintah No. Tahun 2010 adalah bagian wik oot
dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh 1
Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pen erintahan
yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional. Penyel 3
fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus meliputi sosial,
budaya, ekonomi, politik, lingkungan, pertahanan dan keamanan
yang secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak. .
Peraturan ?Emasﬂu&._s:.ﬂmmananﬁuwn:_.nﬁm..mnumu
khusus meliputi kawasan otorita, kawasan/wilayah ;
dan pulau-pulau tertentu/terluar, kawasan pertahanan
kawasan lembaga pemasyarakatan, kawasan budaya, kaw
pelestarian lingkungan hidup, kawasan riset dan
kawasan pengembangan tenaga nuklir, Kawasan
peluru kendali, kawasan pengembangan prd
dan telekomunikasi, kawasan pengembangan
kawasan penelitian dan vnumﬂs_vﬂagu.
kawasan eksploitasi dan konservasi bahan |
kawasan lain yang akan ditetapkan &
secara nasional menyangkut hajat
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harus memenuh;j
apan kawasan _&.Emﬂm
memenuhi persyaratan
persyaratan fisik. Persyaratan
eri dan/atau pimpinan lembaga

san khusus;

alikota dan ' gubernur yang

‘setelah berkoordinasi dengan menteri
va terkait dengan fungsi pemerintahan

%m: dalam kawasan khusus.

tif terhadap usulan gubernur

emerintah kabupaten/kota yang bagian
kan sebagai kawasan khusus;
Perwakilan Rakyat Daerah provinsi
netapan kawasan khusus; dan
wasan khusus.
terhadap usulan yang disampaikan

dw g bersangkutan;

n Rakyat Daerah kabupaten/
apan kawasan khusus; dan
1sus paling sedikit memuat:

D antara lain sasaran yang
erhadap politik, ekonomi,
n dan ketenterama™

d. rencana

.ﬂﬂbm dimakst
dampak positif
Negara Kesatuan
dampak terhadap ckonomi
mengakibatkan meningkatnya
pembangunan daerah termasuk
dimaksud dengan dampak terhadap s
dampak positif terhadap peningkatan
daerah dan masyarakat.

Yang dimaksud dengan dampak te
dampak positif yang didasarkan pada
lingkungan hidup (Amdal). Yang di

ketenteraman adalah suatu keadaan &uun:m ;

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyar:

kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan t

dengan dampak terhadap pertahanan keama

kawasan khusus akan meningkatkan

pertahanan dan keamanan negara melalui

unit kerja terkait dengan aspek pertahanan
Persyaratan teknis terhadap usulan

menteri dan/atau pimpinan lembaga pemer

gubernur, bupati/walikota meliputi i

dan potensi daerah, sosial budaya, s

kemampuan keuangan, dan tingkat
Kemampuan ekonomi meru

ckonomi dalam bentuk-bentuk

Bruto (PDRB) per kapita, per
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ek sosial politik melipyt; ,
kuti perkembangan daerap,
si kemasyarakatan, .
kan cerminan sumber day, lahap

yang dapat diukur dengan; 1) L
an 2) Luas wilayah efektif yang &__H

ngan merupakan cerminan terhadap
 diukur dengan jumlah Pendapatan Asli
an Daerah Sendiri (PDS) terhadap jumlgh
PDS terhadap PDRB. Tingkat kesejahteraan
n cerminan terhadap tingkat pendidikan,
an masyarakat yang dapat diukur dengan
1 manusia.

kewilayahan terhadap usulan penetapan
| yang disampaikan oleh menteri dan/atau
pemerintah nonkementerian, gubernur, dan

ouftn:

sankhusus ditetapkan dengan titik koordinat
i titik batas kawasan khusus;

kawasan Khusus merupakan tanah Yyang
ah/pemerintah daerah dan tidak dalam

ﬁu_—ﬂﬂw —hnmmmnﬁﬂ $0Sia] ¢ :

1. Produk Hukum Perencanaan P
Pengaturan Potensi Ekonomi |
Dokumen Perencanaan Pemb
Provinsi Lampung diatur dalam Peraturan Daer

2007. Pembangunan jangka panjang Provinsi
2005-2025 bertujuan mewujudkan masyarakat
maju dan sejahtera sebagai landasan bagi tahap
berikutnya menuju masyarakat Indonesia yang adil
dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Arah RPJPD Provinsi Lampung adalah untuk m;
sasaran pembangunan maka diperlukan instrumen .
pembangunan jangka panjang provinsi lampung tahun
dan demi mencapai tingkat kemajuan dan j
berkeadilan seperti yang diinginkan, maka arah pe:
gka panjang Provinsi Lampung selama kurun waktu 2

jang

1t

mendatang.
Dalam rangka mencapai sasaran pokok pemb

panjang daerah sampai dengan tahun 2005, diperlukan p
dan prioritas yang dijadikan agenda dalam p
pembangunan daerah jangka menengah (RPJM), yang ¢
pad. urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan pac
tahu wan, oleh karenanya tekanan skala v&%
tahapan berbeda-beda tetapl berkeLanjutan

tahapan berikutnya. :
RPJM tahap kesatu (2005-2009)

menopang percepatan kemajuan
Kerangka dasar kemajuan daerah.
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a ...:_ infrastruktur. Infrastru

i diarahkan pada Raér-
ja kemajuz lebih cepat &._ni
untuk tumbuh Ensm_:m_g
Jemah daya dukungnya serta tidak

ymi secara optimal. Pada tahap ipj
ingkungan. Kondisi lingkungan
dasar yang menjadi landasap
kan hutan, pencemaran sungai

an lahan harus mendapat prioritas

antuk mengembangkan kemajuan

hteraan adalah bagian dari RPJM

! merupakan kelanjutan tahapan
‘...'_-bﬂvn-:m:?p:s kerangka dasar

belumnya. Pada tahap ini kegiatan
N semua aspek, yaitu peningkatan
peningkatan aspck pengelolaan

at dan terjadi diversifikasi Tahap
alkan pendayagunaan sumber

mi yang sehat, sistem sosial yang
a dilakukan

ktur

asi sumber day

Ennu_ dan meletakkan sistem
n. Misalnya, irigast dijagd
: :.EE.._ serta memulihka®

: i (Tanggamus dan Lampuné

ekonomi yang atraktif pada tahap s
dengan memperluas jangkauan jariz an
yang tidak hanya berskala Nasional l
Tahapan ini ditandai dengan makin d

pengetahuan dan teknologi. vnswnag
raknologi diarahkan pada upaya ovﬁﬂh—vnmm ‘
sumber daya. Pencanangan teknologi dan #nﬂ@«%
dimulai sejak tahap pertama sebagai bagian p
infrastruktur.

Tahap ini Kesejahteraan masyarakat makin mantap l..w
rmin pada tingkat pendidikan yang tinggi dan ao_&l
ke vang baik serta terwujudnya rasa myaman. mE
‘erschar merata dan berklasifikasi nasional bahkan banyak yang
‘nternasional adalah fokus dalam RPJM Keempat
vang ditujukan ditujukan pada mempertahankan
momentum kemajuan dan memantapkan kesejahteraan.
Pelavanan kesehatan diharapkan tersebar dengan aksesibilitas

Kehidupan sosial semakin dinamis dan stabil yang
mendorong berkembangnya kelembagaan sosial, kreatfvitas dan
seni budava. Perekonomian daerah makin kokoh dengan struktur
ckonomi yang bertumpu pada beberapa sector secara berimbang
serta produktifitas yang tinggi dan bardaya saing ditingkat global. -
Infrastruktur makin mantap dengan daya dukung. Yang n—i

serta kualitas sumber daya manusia yang tinggi.

riasinkasi

2. Produk Hukum Perencanaan Tata Ruang Wilayah D

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) me
ruang dari seluruh kebijakan pembangunan

yang mengakomodir kebutuhan spasial i
pembangunan dan mengintegrasikan ¢
Provinsi r%un RTE
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. s Selatan, Kab

Utara, Kabupaten r»_.:_.,_
saten Mesuji, Kabupaten an
o Barat dan Kabupaten .?-B- ._ ._.“._.

ibangan ini diharapkan mampy
: ﬁoﬂwonoamm? Kawasan Berikat
ng ditetapka berlokasi di Kabupaten Tulang
hupater Mesuji; Kawasan Pelabuhan Terpadu
, Minapolitan ditetapkan di Kabupaten
g Selatan, Kabupaten Lampung Tengah,
ing Timur.
i memiliki nilai sangat strategis sebagai
Sumater dari arah Jawa dan terakhir Pusat Kegiatan
jutny akan disebut dengan PKWp yang ditetapkan
, __...E»Bv»:mazdaﬁcw,_.a%wm:mwH.m:,_wc:m
w: Gedong Tataan; Mesuji dan Panagaran.
ilayah KSN Selat Sunda adalah kegiatan ekonomi
ang secara adminstratif/wilayah meliputi Kota
pung, KO Metro, Kabupaten Lampung Timur,
Pesawarar Kabupaten Pringsewu. Kabupaten
ten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung
dan, Perda Tata Ruang yang sccard cksplisit
€ En hanya Perda Kabupaten Lampung

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupate”
an Daerah No. 15 Tahun 2012 Tentang
h Kabupaten Lampung Selatan Tahuft
L pola ruang dalam Perda ini dapat

diri (KTM) yang ada di Kabupaten

ST

Penataan Ruang

wilayah Kabupaten
bertujuan untuk
mewujudkan Ruang
Kabupaten
scbagai Pintu
Gerbang Investasi
Provinsi yang
Berbasis Pada
Kawasan Pertanian,
Perikanan, Pariwisata,
serta Industri yang
terintegrasi dan
bersinergi dengan
ﬁn?cc::__.,:
| pembangunan yang
berkelanjutan.

. Kawasan Budidaya,

»
¥
3
¥
»
»
>

¥

¥
1
»

Selain ketentuan di atas,
engatur KSN Selat

daerah ini yang m
tabel 5 berikut ini.

Scanned by TapScanner



angkutan jalan sebagaimana
12 huruf a meliputi:
na jalan umum;

vanan lalu lintas dan angkutan

na lalu lintas dan angkutan

sebagaimana yang dimaksud
huruf a, dikelompokan dalam sistem
an, fungsi jalan dan status jalan.
apokan jalan berdasarkan sistem
sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

n jaringan jalan primer; dan
m jaringan jalan sekunder;
»mpokan jalan berdasarkan fungsi jalan

dimaksud pada ayat (2) dibagi dalam
jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan

pokan jalan berdasarkan status
a dimaksud pada ayat (2) dibagi

i

(7) Pe
(8) Rencana p
dimaksud pada ayat (
a. rencana pemba
nasional yang me:
Sumatera dan P
Sunda
b. rencana pemb
yang menghubung|
Tegineneng -
(9) Pengembangan pr
yang dimaksud pada ay
rencana pengembangan ja

pariwisata, dan menunj
Baru adalah:

1. rencana peningkata
provinsi ruas Kaik
2. rencana pent

kabupaten
b, DE N

ruas jalan
Wllﬂyah pen,
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eneng — Simpang Tanjung‘ ‘T
naju - Simpang Kalianda, dan :
o Kalianda - Bakauhenj,
or Primer yang sudah

an sebagaimana dimaksud pada g 1 ‘

ruas jalan yang menghubun gkan
iatan nasional dengan pusat kegiatan
r pusat kegiatan wilayah, atay antarg
atan wilayah dengan pusat kegiatan lokal
em Jaringan Jalan Primer, adalah -
Primer 1 (K1), adalah ruas jalan
al ruas Way Sekampung Bunut (batas
Lampung Selatan/Kabupaten Lampung
- Simpang Bakauheni
tor Primer 2 (K2), yang meliputi ruas jalan
itu ruas jalan:
da-Kunjir-Gayam;

Kibang (Batas Lampung Timur).
h3‘!1‘53'1‘.731?111 dalam fungsinya sebagai
er selain yang dimaksudkan
primer dan lingkungan primer

ditetap
(14) Ren
SEtelah PEIT

untuk ditetapkan o
tahun setelah Peratur:

Pasal 42

Kawasan strategis nasi
dalam Pasal 41 huruf
dengan sudut kepenti;
kawasan selat sunda.

Jalan Primer akan diusulkan
k ditetapkan selambat-

Pasal 49 Gk
Pengembangan dan pem
wilayah promosi (PK
dalam Pasal 47 huruf
perkotaan Bakauheni m
a.
b. penyusunan pera
c. penyusunan RP
d. penyusunan R

Selat Sunda
penyusunan
penyust
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lintas angkutan jalan
m Pasal 55 huruf a

prasarana jalan umum,
pelayanan lalu lintas dan

ringa Prasarana lalu lintas dan

an umum sebagaimana yany

asal 56 huruf a, dikelompokkan
jari ngd Hu-mu}ndm fungsi

ngelompc an jalan berdasarkan
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- Mmm Akhir
natan Bakauheni; dan

terplan kawasan industri.

in jaringan lalu lintas angkutan jalan
dimaksud dalam Pasal 55 huruf a

wujudar jaringan prasarana jalan umum;

dan jaringan pelayanan lalu lintas dan
jalan; dan

udan jaringan prasarana lalu lintas dan

adan jalan umum sebagaimana yang

im Pasal 56 huruf a, dikelompokkan

n Jaringan jalan, perwujudan fungsi

dan status jalan.

idan pengelompokan jalan berdasarkan

gar sebagaimana dimaksud pada ayat

jan jalan primer; dan

jan jalan sckunder;
ompokan jalan berdasarkan
na dimaksud pada ayat (2)
iy Jalan kolektor, jalan lokal,

N jalan berdasarkan

ja.lanmsm,v
nasional jalan tol,
jalan provinsi, dan ja
(7) Perwujudan pengemba
jalan meliputi pengemban
pengembangan jalan yang
(8) Perwujudan rencana
sebagaimana yang dim
(6) meliputi; &
a.  rencana pembanguna
nasional yang menghul
Sumatera dan Pulau
Sunda; dan
rencana pembangui
yang menghubungk:
Tegineneng - Terb
(9) Perwujudan p 1
sebagaimana yang dim
(7), untuk menduk
jalan arteri seba
a, mendukung 7
Pembangunan Kot
‘. e
Kalianda -
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b dimaksud dalem

puti ruas ruas jalagn 3

antar pusat Satuan Wilgygh =

B8 yong ads di Provin.. antara g

B

‘- m Stmpang "‘

g - Simpang
Kahanda
jalan kolck:
1 scha;
Bl 56 ayat (4) me
anlara key
_: : w.lm.u pu 2 i
P bﬂlhn wilaya ngan
Sistem Jaringan lalan
I

" 1 (K1), adalal ruas jalan
by Sekampuny Bunut (hatas
Selatan/Kabupaten L

(K2), yang meliputi
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i, yang juga akan
kan sebagai terminal antar moda,
terminal penumpang tipe A di
an Natar;
pal tipe penumpang B di
Kalianda;

fan terminal penumpang tipe C di

ecamatan Sragi;
terminal penumpang di
Katibung; dan
igunan terminal penumpang di sctia)
ing memiliki stasiun kereta ap
rang meliputi:
n terminal agribisnis di Desa
amatan Penengahan; dan

pengen ¢ g
tapak Jembatan S
penyusunan Rencana I
(RDTRK) kawasan put
provinst; ¥
pengembangan kawasa
Provinsi di Kecamatan
sckitarnya. P
pengembangan
penyusunan mast
pembangunan Inf
Industri dan pergudan

) terminal dry port di Sebalang Pasal 86
itibung, (1) Perwujudan

sebagaimana din

meliputi:
*alegls nasional a. perwujudan Kat
dalam Pasal 83 huruf a Kepentingan E
1 Kawasan Selat Sunda; benti
Selat Sunda;
' an Selat Sunda.
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landa melalui :

n kota modern;
;an waterfront

cruktur kawasan.

1 strategis Natar melalui :
-plan Kawasan Strategis

masterplan kawasan Bandara
gan infrastruktur Kawasan Natar.

kawasan strategis Ketapang melalui:
n masterplan Kawasan Industri

infrastruktur kawasan.

wasan strategis Katibung melalui :
: myterpla.u kawasan terminal
industri; dan
infastruktur kawasan.

n strategis Merbau Mataram

kawasan terminal batu

g. perwujudan

melalui : .

1. penyusunan masterpl;

2. penataan kawasan di s
Selat Sunda; dan oo
pengembangan infastruktur

h. perwujudan kawasan strate;

dan Sebesi melalui:

1. penyusunan masterplan Kas
Sebuku dan Sebesi; dan

2. pengembangan infastruktur
pengembangan kawasan.

(3) Perwujudan kawasan Str

kepentingan lingkungan hidup s

dimaksud pada ayat (1) huru :

Cagar Alam di Kepulauan K1

a. pelibatan masyarakat dal
alam di Kepulauan Kraka
pelarangan kegiatan bu
alam di Kepulauan Ki
pemberian insent
yang terlibat dal
Kepulauan K
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¢ berupa kawasan

at dalam pengelolaan
di kawasan Gunung

g wmd: sekitar
gl di kawasan Gunung

mberia insentif terhadap masyarakat ¥
‘ “‘dllwpmgdol.un kawasa
: di kawasan Gunung Rajabass ¢
dan workshop pengeioias )
s kawasan kawasan (¢
n Gunung Rajabasa

uran Daerah ini mula berlak
segera menyusun
(wn) p(runluk.m
 Sumur Ruguk di Kecamatan

Kawasan [ndustn Besar
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ODUK HUKUM
DALAM PENGELOLAAN
KSN SELAT SUNDA

VALU

A. EvaLuast Propuk Hukum NASIONAL

Kajian yuridis terhadap program KSN Selat sunda dilakukan
berdasarkan tiga rezim hukum, yaitu Undang-Undang No. 25
Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan (Hukum
Perencanaan Pembangunan), Undang-Undang No. 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang (Hukum Penataan Ruang), dan
Undang-Undang No. 32 Tshun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Hukum Pemerintahan Daerah). Kajian terhadap sistem
perencanaan yang bersifat sektoral tidak dapat dilepaskan dengan
pengaturan penataan ruang yang bersifat spasial. Keterkaitan
kedua rezim hukum tersebut mempunyai arti penting terhadap
nilai competitivness perencanaan pembangunan. Sehubungan
itu pengaturan kedua rezim harus dilaquap :
nkronisasi. Proses harmor
proses integrasi ‘ '

dengan hal
proses harmonisasi dan si
sinkronisasi bermakna seba

gai

ketentuan daia!
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snal Pasal 81 dan 82, vaity
.,ggw;::;zi;

dan Pengembangan hav

wgis Nasional Dengan Sudut Kej

n/Peningkatan kus

No. 26 Tahun 2005 i«
membutuhkan alat o

 tentang RTR Pulau da

Hal ini sebagaimana an

i

007 serta diharapkan deny.

P

acuan Wﬂm_ penyusunar
h Nasional, Rencana Pemban;
g Strategis Kement
a /Lembaga
g juga telah didukung
gs: tentang Mastc rplan
Ekonomi [ndonesia

I merupakan pusat

ﬁtx__vt:hn:ﬁﬂ_i

No 86 Tahun 2011 tentang K

Selat Sunda meliputi —nﬂi

navigas: pelayaran dan infn

terbarukan yang terintegrasi

cumatera”. Oleh karena itu, landasan

KSN sangatiah penting, w

~ nstrumen hukum untuk :

~upaten/ kota .

. pengendali i
i 1nstrumen pengelola L
« arahan Tonass. arahan i

< sertaarahan pembiay

-
i R TR Y 4

L

24 ..,:...:.:._:us»rbs sumber | d
nudkan r..‘.uub:ﬂaan‘ Kond

k mendukung §
silirannya  muatan E
masukan penting dalam pr
batk pusat maupun €

1 /..,L.,p

Strategis .T._:a.-— nxJZV %
menyusun -ﬂd‘

Schingga dalam

berupaya mengoptimalisasi ruang’
Selat Sunda merupakan salah

merupakan salah .'_. pe .‘
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- erencanaan spasial
Selat Sunda memiliki

: maupun RTRW
ingan ckonomi. Akan

yin dari RTRW Provinsi

ing daerah tersebut, baik
gpaten Lampung Selatan
Serang belum memiliki

unjabcrkan perencanaan
1 pusat. Hal tersebut terjadi
¢ hukum (Peraturan Presiden)

belum dikeluarkan oleh

an pengembangan KSN
ruang pada level dacrah
Kabupaten lampung Selatan
: il 7_ rencana lata ruang
gemb kegiatan
pemanfaatan

ng dacrah belum

at Sunda sebagai

ai antisipasi

S hEE

strategis propinsi dan
dokumen RTRW Propinsi mau

Adapun pengertian dari k :
kabupaten kota, sebagaimana tertuang
No. 26 Tahun 2007, dijelaskan bahwa |
adalah wilayah yang penataan :
mempunyai pengaruh sangat penting
terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/.
kawasan strategis kabupaten/kota adalah wi
ruangnya diprioritaskan karena mempun
penting dalam lingkup kabupaten/kota terha
budaya, dan/atau lingkungan.

Ketiadaan landasan hukum dalam ale
tersebut KSN Selat Sunda, yang diikuti den

Kawasan Strategis Provinsi dan Kabupaten

spasial dengan KSN. Dengan demikian, pad: i

menimbulkan persoalan dalam hal pengii
kebijakan. Hal tersebut karena landasan b
perencanaan belum terintegrasi secara gis. |
dapat dikatakan, bahwa pengintegrasian d
dengan dokumen tata ruang belum daj di
optimal,

Hal ini tercermin dari sampai
dikeluarkannya Peraturan Presiden
Dengan demikian, kegiatan pemba
ruang belum dapat ditempatkar

Scanned by TapScanner



an dalam aspek
erkait dengan aspek spasial
i f di antaranya terkait dengan

rah dan menimbulkan kebingungan

legitimasi dari RPJMD. Undang-
menentukan bahwa RPJMD harus

sementara Undang-Undang No. 25 Tahun
pembangunan nasional mengatakan

hkan melalui peraturan kepala daerah.

gaturan yangjelas tentang keterkaitan antara

an dengan rencana tata ruang juga sering

i keengganan daerah untuk mengisi rencana
Akibatnya, kegiatan pembangunan daerah
ruang yang ada sering tidak nyambung dan

ah baru yang merugikan kepentingan publik

a pengaturan yang mengamanatkan daerah untuk
naan tata ruang dengan kegiatan pembangunan
ang relevan akan dapat mendorong daerah untuk
n tata ruang yang dimilikinya. Pengaturan ini
juga mendorong terintegrasinya pembangunan
lengan rencana tata ruang tetapi juga dengan
nasional. Sebagaimana dikemukakan olch

litan pemerintah dalam menjaga konsistensi
unan dacrah dengan nasional dan antar

oleh banyak pihak.”

mbangunan Daerah”, Paper, tidak diterbitkan,

menjadi keniscayaan
dan melibatkan epentin
ini penting, mengingat b:
akan diikuti dengan perkem
perubahan moda transportasi; P
investasi dan keterkaitan ekonom
pola ruang dalam pengembangan
Pada saat yang bersamaan, p
kerjasama antar daerah untuk
pusat dalam pengembangan KSN Se
daerah menjadi isu penting dalam g
karena pemenuhan kebutuhan
semuanya dapat diselenggarakan secs
batas jurisdiksi wilayah administratif s
Otonomi daerah telah mendort
spasial yang semakin tinggi dan me;
melebar antara batas wilayah admin
fungsional. Sebab, hubungan sosial dan.
seringkali tumpang tindih dan m
administratif satu daerah otonom.
antarpemerintah-baik dengan pe
pemerintah daerah-adalah kenisca
terkait dengan pengembangan ¥
tentu akan menimbulkan e

*Thompson and Perry, Collab
Administration Riview, 66, Academic R
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p schagaimana telah a&:r:vnrl
ﬂrﬁ_ﬂ_ dan spasial. Hubungan antary
yang bersifat sektoral dengan Spasia]
‘keterkaitan antara keduanya  Dokyme,
am terintegrasikan dengan dokumen RPjpp,
RPJPD Propinsi Lampung tahun 20¢s.
kebijakan yang bersifat sektoral tidgg

an isu tentang KSN 55

...g Provinsi Lampung yang pengaturannyg

S Gelat Sunda, antara lain adalah pembangunan
ngan yang menghubungkar i1 Sumatera
yang melintasi Selat Sund Penetapan

t Sunda sebagai KSN dengan fus tegis untuk

Ym__

itka | kualitas kawasan secara ckor bagaimana

I 79 Peraturan Daerah No | )10 tentang

. é&ﬂ.vvwci:: “.._;." 1IN 129
..E 79 Peraturan Dacrah clanjutnya
Kawasan Strategis Provins (KSP)

pek ekonomi KSP terdiri dari

‘Metropolitan Bandar Lampung

rikat tambak udang;
Terpadu Panjang;

g Kompleksitas dan Tawaran Format xu_m:.&.‘,

h. Pusat Kegiatan
Penetapan KSP de
diletakkan dalam kaitan)
Sunda yang &Eq&!.
beserta ketentuan vﬁdni
dengan program MP3E] aspekel

terscbut  selayaknya diintegrasikan
MP3EI Koridor Sumatera EEH_B-‘

m::up
Uraian tentang arah dan Sﬂul )
liskripsikan, baik secara

menunjt 3_.,.:._ teringrasikannya i
Selat Sunda sebagai kegiatan ekonomi

nerencanaan sektoral di propinsi
‘rasitkannya Program MP3EI ke
KN Selat Sunda sebagai salah
diakui oleh peserta Focus g
propinsi maupun kabupat
snya ;n:%u: ﬂamnzu dari kal

. tapkan .,L,.”_m.: kawasan str
Per 1 Pemerintah Zo_.:oq 26 .ﬂg
langkah-langkah Pemda untuk
Selat Sunda secara terkoordinasi, §
Langkah-langkah Pemerintah Da
ketentuan Pasal 2 huruf b
yang menyatakan bahwa:
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2011 tentang Pengemby,
tur Selat Sunda. Dalam Pasq] I

asa Strategis dan Infrastrukg,,
kegiatan perencanaan, pelaksanam
pengoperasian dan  pemelihargay
dan Infrastruktur Selat Sunda.

Selat Sunda sebagaimana dimaksyq

), meliputi kawasan darat, pulau dan laut yang
lam Provinsi Lampung, Provinsi Banten, dan
m ditetapkan berdasarkan suatu rencana

: ‘S‘clal Sunda sebagaimana dimaksud pada

uti jembatan tol, jalan kereta api, utilitas,

pelayaran dan infrastruktur lainnya di

, termasuk energi terbarukan yang terintegrasi,
n Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.

ebut merupakan ruang lingkup yang harus

untuk dapat mengintegrasikan kebijakan
unan dan pengelolaan potensi ekonomi

juga harus mencermati bahwa
Strategis dan Infrastruktur Sclat Sunda
Oleh Badan Pengembangan Kawasan
ur Selat Sunda  (BUKSISS) yang
Pengusahaan KSISS dilakukan oleh
ksanakan berdasarkan perjanjian

dalam kaitan)
konstitusionﬂl Wa

C. KEBUTUHAN F
Datam Pe

Dalam rangka memetakan
terlebih dahulu harus dikaji sumb
substansinya. Kedua aspek tersebut ¢
Pengaturan Kawasan Khusus sebag
Undang No. 32 Tahun 2004 tentang P
Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 20
jenis kawasan khusus yang diatur dalam °
2010, KSN Selat Sunda merupakan kawa
ke dalam pengelompokan kawasan lain
sebagai kawasan strategis yang secara na
hidup orang banyak dari sudut politik,
lingkungan, pertahanan dan keamanan.

Jika dikaitkan dengan pengaturan jeni
dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 200
sebagai pelaksanaan fungsi selain untuk
atau perdagangan bebas, harus dil
Pemerintah. Peraturan Pemerintah
Selat Sunda sampai saat ini belum ada.
sebagai kawasan strategis terdapat d
Nomor 26 Tahun 2008 tentang R
kawasan strategis, termasuk KSN St

Pengaturan dalam Undang-
tidak secara jelas memberikan
harus dilakukan oleh pem:
dan pengelolaan kawasan

N
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dengan kebutuhan iy,

lisasi, dan kebutuhan “ntukr

ntahan daerah secara setara_

) penguatan kapasitas pemerintahan loka,
i ketidaksetaraan masing-masing daeray
y fungsi pemerintahan, baik Karena fakgo,
s, se,arahltradlsx pemerintahan, maupyn
ndaerah. Tujuanakhirnya, adalahmemastikag
i kapasitas untuk menjalankan fungg-
rintahan. Sementara itu, desain asimetrisme
s kawasan-kawasan ekonomi tertentu dapat
pemberian otoritas khusus oleh pemerintah
daerah untuk mengembangkan ekonomibagi
an yang dimaksudkan untuk menjadi jangkar

nal dalam menghadapi persaingan global.
lain dalam motivasi ckonomi adalah
regional sebagai bagian untuk menguatkan

onomi nasional secara merata.

MCapkan kawasan khusus  dengan
yang bersangkutan mulai dari
pemeliharaan, dan pmnanfaatan.

anaan sampai pada pemanfaatd®
harus sesuai dengan rencana @t
i mensyaratkan adanya harmonisast
YN yang tertuang dalam Peratural

dalam Undang-Undmg No.
Keikutsertaan daerah
pengeloiaan kawasan khusus m
kewenangan yang bersifat concurs
pembentukan kawasan khusus m
pusat, namun pembentukan dan ter
mengikutsertakan pemerintah daerah s
the frontier karena sifat kewenangan
Pada tataran daerah dan kmmls
khusus dalam pengaturan rejim pem
lubang besar dalam legislasi daerah m'
Lubang tersebut tergambar dalam ragaan
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ara Sistem
Pmmm
KSN Selat Sundy,

5
U 26 Ay
007

Porte 167201

ATRYY vt Lam el

i r‘r:,‘.:‘: H - J

tersebut menunjukkan hubungan antara tiga rezim

rezim hukum perencanaan pembangunan/sector,

1 perencanaan tata ruang/spasial dan rezim hukum

menerapkan system desentralisasi. Peraturan Presiden
"Ihhun 2011 dan Peraturan Presiden No. 86 Tahun
pakan pengaturan yang mempertautkan kebijakan
an kebijakan ‘spasial dan sekaligus mempertautkan

merintahan dacrah yang menggunakan sistem
Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2010 ya%6
i penetapan kawasan khusus merupakan
pengelolaan KSN Selat Sunda. Akan

st o

peng‘atu.ran

Rencana penge

permasalahan pada

tersebut dalam kaimr

pada tingkat pemerintahan dz
belum ada instrumen yang
hukum tersebut. Ragaan
instrument produk hukum

atau pelaksanaan program MP3EL
dilepaskan dari aspek hulmm
sigler (1977), hukum selain 1
sekaligus meletakkan kerangka
Kemudian menurut Koopma.nsdn

¥

undang merupakan landasan yang me
kebijakan pemerintah. Hukum merupaks
ada pada pemerintah untuk me 1kan
Salah satu kebijakan peme
peluasan pembangunan ckonomi telah
Presiden No. 32 Tahun 2011 tentang.
Perluasan Pembangunan Ekonomi Inde
yang lebih dikenal dengan MP3EL !
Peraturan Presiden ini adalah dalam
Pembangunan Jangka Panjang ®
melengkapi dokumen perencanaﬁ:

i

saing perekonomian nasional
masterplan ini dimaksudkan
perluasan pembangunan eko!

e o e R

gii Sundari Rangkuti, Hukum
Universitas Airlangga Press, 1996; M\
Pengaturan Hukum Global dan Nasional,
lampung, 2008.
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dokumen pemncm:f
n MP3EI ini menurut
2011 berfungsi sebagai:
dan pimpinan lembaga pemg
menetapkan kebijakan se
anaan percepatan dan perluasy
omi Indonesia di bidang tugas masi
dituangkan dalam dokumen ren
g-masing kementerian/lembaga pemerintah
sebagai bagian dari dokumen perencanaa
C penyusunan kebijakan percepatan dan
mbangunan ckonomi Indonesia pada tingkat

abupaten/kota terkait. B

ini sangat jelas bahwa MP3El un
1 percepatan dan perluasan pembangunan

mpai dengan tahun 2025. Untuk itu MP3El

mua kementerian dan lembaga pemerintnli"

pemerintah dacrah dalam menetapkan
elaksanaan percepatan dan perluasan
nesia. Bahkan menurut Pasal -

Strategis dan p
Menurut Pas
ini bahwa ruang
dan Infrastruktur
pelaksanaan konst
Kawasan Strategis
Sunda meliputi kaw
dalam Provinsi L
yang ditetapkan
Infrastruktur Selat
api, utilitas, sistem !
di Selat Sunda, t
menghubungkan P
Pengembangan.

Infrastruktur Sela
kawasan Strategis
mengacu pada R
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lainnya di'S
E:
mendas? adalah RTR K
i belum ada. Kenyataan ini
14 Rencana Pengembangan e rall
etyr Selat Sunda. Peraturan Presiden N
Pengembangan Kawasan Strategis a
5 tidak dapat diklasifikasikan seb L.
KSN Selat Sunda, karena yang dia
pengembangan dan peng
-radaa PemmranPresideninitidakme nilik
karena dikeluarkan tidak didasarkan p
an Kawasan Strategis dan Infrastruktur
Selat Sunda sebagaimand dimaksudkanda
No. 86 Tahun 2011 dan Peraturan Pemeri
ng Rencana Tata Ruang Wilayah Nasioné
mbulkan persoalan dalam hal sinergisit
ekonomi) dan aspeK spasial (tata
Selat Sunda. Pada akhirnyd ke
kan aspek sek®

w" i j.
nilai tambah p
tinghat dacrah,
Penguatan legis
sundaakan dapat me
KSN Selat Sunda. |
bentuk perda kerj
sunda sangat diperlu
antar daerah. Kejel
dapat meningkatkan
wilayah, seiring den
dan semakin jelamyi
adanya perda kerjas
menimbulkan perso
pengelolaan sumbel
dipengaruhi oleh kegl
otonom lainnya yang
Pada akhirnya,
pada dua aspek utal
daerah yaitu: Pertam
dan lintas wilayah d
sehingga mdw'
dan wilayah.
KSN Selat Su

‘f”%"

g
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KSN SELAT SUND_

A. ImpLikAsT PE

Pengaturan dan penerapan hukum yang akan dibe x
dalam pengelolaan KSN Selat Sunda setidaknya berim
tethadap terhadap aspek beban keuangan negara,
kelembagaan, dan aspek kehidupan masyarakat.

Implikasi keuangan yang berpotensi muncul ;
pengaturan hukum tentang pengelolaan KSN Selat Sumh |
nilai tambah (added value) yang didapatkan dcngm;
pengelolaan KSN Selat Sunda. Secara teori, keberadaan penga
tentang pengelolaan KSN Selat Sunda tidak akml i
keuangan daerah. ‘

Secara ekonomi makro justru pengat!lm e

memajukan perekonomian daerah, Karer

1 wilayah yang stmtesl& w
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baik di Provinsi

pan sosial et
hhm KSN Selat Sunda adala _
aspek kehidupan masy sl
1 daerah dalam pengelolaan K s ; :
~uh terhadap pola perilaku masy ol
qnllﬂmaupun sektoral. Tujuan akhir —" mﬂl
,..dahhmcndukungdan mempercepat dan penegakanny
ﬂwﬂh« Kkhususnya Provinsi Lampung sada umumnya. Bet
nbangan KSN Selat Sunda. b kodratinya dast
P ada pertan \
ketika nilai hukun
Sesuai
- enyelenggal
ﬂ dalam wilayah Negara Kesal __ l:nc:urut
an berdasarkan pancasila dan UUB
atas hukum. |
tip Theory of
ikum harus bermant

Bk
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mfldemOkrahs

yang demokratis g1,

bangan antara tuggg, 7
iiban dalam mengurusdanm el

si, yang mengandung dua ungyy 5
ownom dan otonomi daerah.

w dapat mengatur dan mengurus s .

annya sesual dengan asas otonomi dan W
d:miuhn untuk mencapai kesejahterasy
kat, m pcmngkalan, pelayanan, Pemberdzy-.; ;
anserta masyarakat, serta peningkatan daya saing daersh
erhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan,

n kekhususan daerah dalam sistem Negara Kesatuan
cig ¥

produk hukum daerah dalam pengelolaan KSN
da setidaknya harus memenuhi tiga landasan, yain
ofis, sosiologis, dan yuridis.
ini juga diamanahkan oleh Undang-Undang
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang:
it Manan menyatakan agar dalam pembenmhl !
dapat menghasilkan suatu und:mg'““d“'“

l berkualitas, undang-undang tersebut harss _

ertama landasan yuridis (juridische 8¢

ip Hukum Serta Penyelenggaraan Negaro, 2 i
0S, him. 14-15

ggaraan Otonomi Di Indenesia Dalam Rangka . .
rintahan Daerah, RajaGrafindo persada,

g

rerkait dengan ide -

Landasan rﬂﬁﬂ‘

dengan Pﬂ"‘"m
akan dibuat.

Dalam konteks
ketiga landasan hukum

1. Landasan filosofis
Filosofi pembentukan |
dari kajian ini bahwa dal
masyarakat, Khususnya Pr
dengan memanfaatkan s
wilayah administrasi P
sebesar-besarnya bagi ke

dengan tetap memperhm ds
kelestarian lingkungan h

dalam koordinasi

2. Landasan Sosiologis
Landasan sosiologis
hukum yang dituangkan
haruslah mencerminkan tunty
dan norma hukum yang se
masyarakat. Karena itu, & I
dengan baik pertimbangs
schingga sesuatu gagasan t
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a berangkat darj |
mebut bisa berupa _
*M ada Maupun tuntutan g pada khususnya.
: . Dari realitas tersebut mage Provinsi Llnm

mobu untuk mencari sebuah jalgy KSN Selat Sunda s
mengatasi persoalan yang mug |‘ stratcgis nasional, Pﬂh '
n yang Kar . ikut berperan dalam =
p— ' Penguatan legislasi daenb. tal
h‘ proses pembentukan hukum adalgh toordinasi pengeloiaan iKY e
. C : 3
pefundang-undangan FRSE penyclenggaraan koordinasi
tur dan mengendalikan masyarakat, erarah, dan terpadu antara para
n tersebut sebuah produk hukum haruslsh Wilavah Propinsi Lampu
n kelayakan substansialnya, sosial dan langsung dengan Selat Sunda d
meniadi jalur arus orang, barang
lebih memusatkan din pada hak ini akan menjadi landasan sosiol
*ﬂglﬂ klaim kesahihan normatit. Klaim hukum daerah yang dimaksud.
snatif dari norma-norma huku m:mherpf‘
yaitu bahwa dasar legitimasi hukum it 3. Landasan Yuridis
ur oleh hukum itu sendin.’ Landasan yuridis .atan
s dipatuhi, hukum itu jugs harus diterima perundang und;mgan dimaks
targetnya. l\'c\ahlh.nuuukgiﬂﬂ“ : hukum daerah ini tidak bel
intersubjektif tersebut memberingd z*ﬂ.‘lmm-nkpcmni;ns-
1 kearifan lokal m.nv.lrakal. isampaikan untuk mengo

Peraturan perunda
atau penclitian hukum 1 ny
nsepkan sebagai pranata SOSEEI 2 ;2::::’: W:i:;dm dalam p
engan variabel-variabel sosial Yam asi Pe |
‘ dalam empat

*LOIT]
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tan dengan pengelolaan .
jan, perhubungan, pel

uran yangakan disusun dalam pembentukqp
: daerah tentang Koordinasi Pengelolaan KSNss

ung adalah dalam rangka mendukung dap

angunan Provinsi Lampung sebagai bagian

KSNSS sebagaimana telah ditetapkan sebagai

nasional yang digunakan sepenuhnya untuk

kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan
n potensi yang dimiliki Daerah.

h pengaturannya adalah adanya keterpaduan,

kerjasama dalam pengelolaan KSN Selat Sunda.

n yang bersifat lintas sektoral dan lintas

2 konteks pengelolaan KSN Selat Sunda sehingga

nsi pengelolaan pembangunan scktor dan wilayah

koordinasi antara pusat dan daerah dalam

kerjasama antardaerah sehingga tercipta

khusus dengan memperhatikan

an lokal, sekaligus reduksi potensi

daerah dalam
akan meliputi
dan prinsip, mal
',,uyelenggman
pengawasan. dan pem
Secara ringkas,
berikut:
1. Ketentuan Umum
Materi muatan yang hg
adalah pengertian-pengertian
hukum yang akan diatur, K
meliputi pengertian yang
kewenangan daerah, tata ruang,
koodinasi.
Pengertian-pengertian
pengertian tentang daerah, pemeri
Perwakilan Rakyat Daerah (D
daerah, kabupaten/Kota, pemeri

Daerah, kawasan strategis nasional,
Selat Sunda, RTRWN dan Provinsi,

daerah, koordinasi. Satuan Kerja
kerjasama daerah, pihak ketiga,
Belanja Daerah (APBD),

2. Substansi Pengaturan

a) Asas dan Prinsip i
Asas dan prinsip yang }

Daerah tentang Koordinasi P

mengintegrasikan asas-asas

Undang No. 32 Tahun 2004
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Pengelolaan KSN Selat §
in mempercepat pemban,
ebagai bagian dari pengem
Jaras dengan penetapan KSN Selat -
strategis nasional yang digunakan :
I gkatkan kesejahteraan masyarak
1 pemberdayaan potensi yang dimiliki
nyelenggaraan koordinasi pengelolaan
nsi Lampung agar: 3
si daerah untuk kegiatan pengelols
daerah dilakukan secara optimal;
sial budaya daerah dan kekayaan
| daya dukung pengelolaan KSN.

PrOVil'lSibef jua

L.

Mendukung
pengendalian pemz
Perwujudan ki
perkembangan
Sunda;
Memberikan pe
fungsi ruang untuk
KSN Selat Sunda.
Koordinasi aspek se

provinsi, yang bertujuan

a.

b.

Mendukung koord
KSN Selat sunda; 8
Menjamin terciptanw
baik antar daerah, antar |
pemerintah dalam
Mengoptimalkan
Sunda;

Menjamin

effisien, efekti
pengelolaan K

Scanned by TapScanner



nai koordinasi antartineh
ran Gubernur.

erencanaar penyiapan  dokumen, W
M evaluasi pengelolaan KSN
! tuk Badan atau Tim Kooxdn‘_
 koordinasi berkedudukan di bawah -
b kepada Gubernur. Tugas dan fungsi
k merencanakan, melaksanakan, dan
1 koordinasi dalam pengelolaan KSN
, wewenang dan lata kerja Badan
ebut ditetapkan dengan Keputusan

pembinaan dan pengawasan s |
SS di daerah yang dilaksanakan
Pembinaan dan pengawassh
g dan melalui me g
poran diatur dalam
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BABV]
PENUTUP

R
- Sebagai penutup dalam pembahasan buku ini da
mpulan bahwa Penguatan legislasi daerah dalam koordi

| sercepatan pembangunan ekonomi. Penguatan legislasi daerahj
gat diperlukan guna menghindari konflik dalam pengelolaan
nsi ekonomi. Tersedianya produk hukum daerah yang
ngintegrasikan berbagai kebijakan dan program lintas sekt
wilayah akan tercipta konsistensi pengelolaa1 pembangun:
or dan wilayah. .
Sesuai dengan kewenangan daerah, maka salah satu ©
ran dalam rangka penguatan produk huku
sengelolaan KSN Selat Sunda adalah peng:
Adanya produk hukum daerah tent
 Selat Sunda akan member
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an  kesejahteraan mas}r | .
b rdayaan potensi yang d; “'ﬂlhki ?‘_l
annya meliputi koordinasi aspek
antartingkat pemerintahan,
akan diatur dalam produk hukum dae ol
i wwaan KSN Selat Sunda adalah tentang
_ Seeputi koordinasi aspek spasial, koordingg
'- koordinasi antartingkat pemerintahan,
ﬁempefcepat pengauatan legislasi daerah, makgy
- dan semua pihak terkait dapat memberikan
‘ atan produk hukum daerah dapat segera
‘?gnguelalm Peraturan Daerah tentang Koordinasi
- N Selat Sunda. Rancangan produk hukum
y disusun segerd diintegrasikan dalam program

 dan menjadi skala prioritas utama.
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